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ABSTRAK 

Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS  

Ditinjau dari Maslahah 

Oleh:   

Nita Azhari (16621030) 

Dilatar belakang telah diketahui bahwa adapun tujuan penulisan ini adalah 

untuk mengetahui pandangan Maslahah dan Kesehatan. Islam mengatakan haramnya 

hukum nikah bagi seseorang manakala dia tidak akan dapat memenuhi ketentuan 

syara’ untuk melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan 

menacapai tujuan syara’. Sedangkan dia meyakini bahwa perkawinan itu akan 

merusak kehidupan pasangannya dan dia yakin pasangannya akan menderita dan 

teraniaya dikarenakan dia terjangkit suatu penyakit HIV/AIDS. lalu apakah orang 

yang terkena dan dapat menularkan penyakit yang belum ada obatnya tidak dapat 

menjalankan perkawinan seperti orang normal lainnya. 

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 

suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian 

sebelumnya, Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang 

bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa 

literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti, dengan cara mengkaji 

dan menelaah berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai 

perkawinan bagi orang pengidap HIV/AIDS ditinjau dari Maslahah. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Menurut pandangan Maslahah dalam 

melihat perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ODHA (Orang dengan 

HIV/AIDS), perkawinan merupakan jalan yang terbaik untuk mencegah dari 

perbuatan zina. Menurut WHO (World Health Organization) Pengidap HIV/AIDS 

stadium 1 sampai 4 tidak dapat disembuhkan. Dalam suatu kaidah yang artinya 

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan” 

sehingga lebih baik menghindari pernikahan dengan pengidap HIV/AIDS, karena 

lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya 2. Menurut ilmu Kesehatan 

perkawinan pengidap HIV/AIDS mulai dari stadium 1 sampai 4 dengan gejala dan 

efek terhadap kesehatan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga pekawinan 

sebaiknya dihindari, karena untuk menambah usia harapan hidup pengidap 

HIV/AIDS membutuhkan banyak terapi dan pengobatan secara khusus.  

 

Kata kunci: Pernikahan Pengidap HIV/AIDS, Maslahah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia 

antara laki-laki dan seorang perempuan untuk membolehkan hubungan kelamin 

diantara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk 

mewujudkan hidup keluarga yang bahagia, diliputi rasa kasih sayang dan 

ketentraman yang diridhai oleh Allah. 

Untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai 

sejatinya harus sudah dimulai sejak pranikah. Sebelum melangsungkan sebuah 

perkawinan, seseorang harus melakukan persiapan yang matang dalam berbagai 

hal. Selain mempersiapkan fisik dan materi, sebelum menikah seseorang juga 

harus mempersiapkan mental. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga 

diharapkan dapat mengatur strategi memilih pilihan hidupnya.
1
 

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan-pasangan melalui jenjang 

perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan. Dari 

makhluk yang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan menciptakan 

manusia menjadi berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi.
2
 

Hal ini telihat dengan banyaknya nash yang menjelaskan tentang perkawinan, 

diantaranya dijelaskan di dalam Al-Qur’an surah Ar-ruum (30): 21 

                                                             
1
 Sutarmadi, Mesraini, Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga, (UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2006), hlm. 87. 
2
 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 

hlm. 13 



2 
 

2 
 

 

                                

              

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum : 21) 

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau 

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3
 

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-

masing.
4
 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan 

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.
5
 

Dalam ajaran Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di 

Indonesia, tidak semua orang dapat atau diperbolehkan untuk dinikahi. Ada 

                                                             
3
 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 9 

4
 Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (Bandung: Citra 

Umbara, 2010), hlm. 2. 
5
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: kencana, 2006), hlm.155. 
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beberapa orang yang haram untuk dinikahi selamanya (maḥram mu’abbad), yaitu 

orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kerabat semenda, dan hubungan 

sepersusuan. Ada pula orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara yaitu 

perempuan yang masih berstatus istri atau masih dalam masa iddah dari laki-laki 

lain, saudara perempuan istri atau bibi istri apabila antara laki-laki dan istri 

terdahulunya masih dalam masa pernikahan.
6
 

Keinginan untuk melakukan perkawinan tentunya ada pada tiap-tiap manusia 

yang normal, perkawinan merupakan hak asasi bagi semua orang termasuk bagi 

orang yang menderita penyakit. Pernikahan bagi orang yang terjangkit suatu 

penyakit menular, perlu dikaji lebih dalam mengenai hukum pernikahan bagi 

orang yang mengidap penyakit menular, yang dimaksud menular disini 

diantaranya penyakit HIV/AIDS biasa disebut ODHA (Orang dengan 

HIV/AIDS), dalam kenyataannya ODHA banyak mengalami deskriminasi dalam 

kehidupannya, bagaimana Islam melihat kenyataan ini, dalam Islam tidaklah 

mengajarkan untuk membeda-bedakan kaumnya dimata Allah, dimata Allah kita 

semua sama, hanya amal dan ibadah saja yang membedakannya. 

Dalam Islam mencegah dan memerangi HIV/AIDS sebagai akibat segala 

perbuatan yang dilarang Allah termasuk jihad dalam rangka menjalankan amar 

ma’ruf nahi munkar. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan hal-hal yang 

dilarang Allah bisa tertular melalui transfusi darah, jarum suntik yang tercemar 

                                                             
6
 Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, cet. ke- 2 

(Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 4. 
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demikian pula dengan bayi yang lahir dalam keadaan suci dapat tertular melalui 

tali pusar dari ibunya yang mengidap HIV/AIDS.
7
  

Telah diketahui bahwa Islam mengatakan haramnya hukum nikah bagi 

seseorang manakala dia tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara’ untuk 

melakukan perkawinan atau dia yakin perkawinan itu tidak akan menacapai 

tujuan syara’.
8
 Sedangkan dia meyakini bahwa perkawinan itu akan merusak 

kehidupan pasangannya dan dia yakin pasangannya akan menderita dan teraniaya 

dikarenakan dia terjangkit suatu penyakit menular. Yang dimaksud penyakit 

menular diantaranya HIV/AIDS dan sejenisnya, lalu apakah orang yang terkena 

dan dapat menularkan penyakit yang belum ada obatnya tidak dapat menjalankan 

perkawinan seperti orang normal lainnya. 

Selain itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji karena masih simpang 

siurnya ketentuan hukum terkait dengan kedudukan hukum pernikahan bagi 

orang-orang yang mengidap penyakit HIV/AIDS, serta menarik juga untuk dikaji 

permasalahan ini dalam tinjauan maṣlaḥah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat 

permasalahannya dalam skripsi ini yang diberi judul Analisis Pernikahan Orang 

Pengidap HIV/AIDS ditinjau dari Maslahah. 

 

 

 

 

                                                             
7
 Ibid. hlm 4 

8
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Prenada 

Media, 2006), hal. 47. 
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B. Batasan Masalah  

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk menghindari perluasan masalah, 

maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada Analisis 

Pernikahan Orang Pengidap HIV/AIDS ditinjau dari Maslahah. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Maslahah terhadap Pernikahan Orang dengan 

Pengidap HIV/AIDS? 

2. Bagaimana pandangan kesehatan terhadap pernikahan orang dengan pengidap 

HIV/AIDS? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pandangan Maslahah terhadap Pernikahan Orang dengan 

Pengidap HIV/AIDS. 

2. Untuk mengetahui pandangan kesehatan terhadap pernikahan orang dengan 

pengidap HIV/AIDS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh S1 hukum dalam bidang 

Hukum Keluarga Islam. 
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2. Mampu memahami lebih dalam mengenai pandangan Maslahah, dan ilmu 

kedokteran mengenai perkawinan yang dilakukan ODHA (Orang dengan 

HIV/AIDS). 

3. Mampu memahami lebih dalam mengenai HIV/AIDS dan bahaya yang 

ditimbulkan. 

4. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai bahaya serta pencegahan 

HIV/AIDS. 

F. Penelitian Relevan 

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah 

ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian tentang 

pernikahan orang pengidap HIV/AIDS ini ada beberapa yang telah menulis, 

diantaranya : 

1. Laporan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Agus Widodo, mahasiswa 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul: “Tinjauan Maqashis Syar’iyyah 

terhadap Perkawinan ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS)”. Dalam 

penelitian tersebut, penulis mempertanyakan tentang bagaimana tinjauan 

maqashis syar’iyyah terhadap perkawinan ODHA (orang dengan HIV dan 

AIDS). Hasil penelitian tersebut adalah tinjauan maqashis syar’iyyah 

terhadap perkawinan ODHA harus bisa mengupayakan kemaslahatan rohani. 

Artinya, lebih mengutamakan kemaslahatan rohani dibandingkan dengan 

kemaslahatan jasmani. Islam menganjurkan agar memperhatikan dan 

memperlakukan orang sakit dengan baik. Begitu juga terhadap ODHA, 
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namun tentunya jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan 

mengorbankan orang lain yang tidak terkena.
9
 

2. Laporan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Susi Wahyuni, Mahasiswi 

Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama’(Unisnu), Jepara tahun 2015 dengan judul: “Pernikahan Penderita Hiv 

Aids Dalam Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut adalah para mujtahid 

sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang 

sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam 

perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian 

lebih utama dari pada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian 

kesepakatan para imam madzhab. Kemudian, tujuan perkawinan dapat 

dikembangkan menjadi lima yaitu mendapatkan dan melangsungkan 

keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara 

diri dari kejahatan dan kerusakan, dan menumbuhkan kesungguhan untuk 

bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh 

untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Serta membangun rumah 

tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan 

kasih sayang. Adapun menikahi penderita HIV/AIDS dihukumi mubah, 

karena dilihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan.
10

 

                                                             
9
 Agus Widodo, Tinjauan Maqashis Syar’iyyah terhadap Perkawinan ODHA; Orang dengan 

HIV dan AIDS. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2014. 
10

 Susi Wahyuni, Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Hukum Islam. Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’(Unisnu) Jepara, 2015. 



8 
 

 

3. Laporan penelitian Skripsi yang ditulis oleh Fien Rahmawati, mahasiswi 

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002 

dengan judul “Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (tinjauan atas 

problematika HIV/AIDS)”, dalam skripsi ini lebih membahas pada ayat-ayat 

al-Qur’an yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti 

Melakukan perkawinan untuk menjaga kehormatan.
11

 

4. Laporan penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rif’an, mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tahun 2018 dengan 

judul “Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami 

penderita hiv/aids terhadap istrinya (studi kasus di desa karangbinangun 

kabupaten lamongan)”. Hasil penelitian tersebut adalah Bahwasannya dalam 

pelaksanaa kewajiban suami penderita HIV/AIDS terhadap istrinya di Desa 

Krangbinangun Kabupaten Lamongan,bahwasannya semua kebutuhan rumah 

tangga di lakukan oleh istri, mulai dari bekerja memenuhi nafkah keluarga 

sampai mengurus kebutuhan rumah tangganya, di  karenakan suami sudah 

tidak bisa lagi melakukan kegiatan mencari nafkah, selain itu suami juga 

tidak bisa memberikan nafkah dzahir di karenakan menderita penyakit 

HIV/AIDS, dan dalam hal ini istri sudah rela dan ridha ketika menjalankan 

kewajiban suaminya.
12

 

5. Laporan penelitian Jurnal yang ditulis oleh Moh. Bahruddin, mengajar di 

Fakukultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2010 dengan 

                                                             
11 Fien Rahmawati, “Kesehatan Seksual menurut Al-Qur’an (Tinjauan Atas Problematika 

HIV/AIDS)”, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). 
12

 Muhammad Rif’an, Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami 

penderita hiv/aids terhadap istrinya (studi kasus di desa karangbinangun kabupaten lamongan), 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, (2018). 
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judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS Dan Upaya 

Pencegahannya”. Hasil penelitiannya adalah Bahwa penyakit dan penyebaran 

virus HIV/AIDS dalam pandangan Islam sudah merupakan bahaya umum (al-

dharar al-‘amm) yang dapat  mengancam  setiap orang tanpa memandang 

jenis kelamin, usia dan profesi. Menyadari betapa bahayanya virus 

HIV/AIDS tersebut, maka ada kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi 

semua pihak untuk mengikhtiarkan pencegahan terjangkit, tersebar atau 

tertularnya virus yang mematikan tersebut melalui berbagai cara yang 

memungkinkan untuk itu, dengan melibatkan peran Ulama atau tokoh 

agama.
13

 

Dari hasil penelitian di atas, pembahasan yang akan dilakukan dalam 

penulisan ini membahas tentang Analisis Pernikahan Orang Pengidap HIV/AIDS 

Ditinjau dari Maslahah belum pernah ditulis. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut. 

 

G. Metodologi Penelitian 

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam 

bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan 

prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran.
14

 Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut : 

                                                             
13

 Moh. Bahruddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS Dan Upaya 

Pencegahannya, Fakukultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, (2010). 
14

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hal. 24 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) 

yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari 

penelitian sebelumnya,
15

 Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk 

memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu 

dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul 

yang akan diteliti, dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku yang 

berkaitan dengan pembahasan mengenai perkawinan bagi orang pengidap 

HIV/AIDS ditinjau dari Maslahah. 

2. Sumber data  

Sumber data menggunakan data sekunder yang diambil dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan literatur.
16

 

3. Teknik Analisa Data 

Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

library research, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan 

analisis isi atau content analysis yang pertamakali digunakan oleh Harold D. 

Laswell. Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil 

kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu 

pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan menurut Wimmer 

                                                             
15

 Bisri Mustofa, Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), hal. 3. 
16

 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106 
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dan Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang 

dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam.
17

 

Secara lebih terperinci, penulis menjabarkan langkah-langkah analisis 

data yang akan dilakukan. Yaitu sebagai berikut:
18

 

a. Membaca atau mempelajari data dengan kata-kata kunci dan gagasan 

yang ada dalam data. 

b. Mengumpulkan, memilah-milah dan mengklasifikasikannya.  

c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola hubungan-hubungannya. 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam mengurai dan memahami penelitian ini, 

sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap penulis memformulasikan 

pembahasan kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan membahas: 

BAB I, Merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Penelitian Relevan, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II, Landasan Teori yang berisikan tentang Pengertian Pernikahan, 

Rukun dan Syarat Pernikahan, Hukum Melaksanakan Pernikahan, Tujuan dan 

Hikmah Pernikahan dan tentang Pengertian HIV/AIDS, Sejarah HIV/AIDS, 

Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS, Konsep Kesehatan Reproduksi, Upaya 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.  

                                                             
17

 Syukur Kholil, Metodologi Penelitian, (Bandung, 2006), hal 51 
18 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, 2004), hal 248. 
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BAB III, Pengertian Maslahah, Macam-Macam Maslahah, dan Kedudukan 

Maslahah dalam Penetapan Hukum. 

BAB IV, Membahas Pandangan Maslahah terhadap Pernikahan Orang 

dengan Pengidap HIV/AIDS dan Pandangan Kesehatan tentang Pernikahan 

Orang dengan Pengidap Penyakit HIV/AIDS. 

BAB V, Penutup, yang berisi Kesimpulan, Saran-Saran, Daftar Pustaka serta 

Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 

Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 

nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 

Kata nikah sering juga dipergunakkan sebab telah masuk dalam bahasa 

indonesia.
19

 

Secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin 

antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
20

 Menurut Imam Syafi’I, 

nikah (kawin), yaitu akad yang menjadi halal hubungan seksual antara pria 

dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) 

yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang 

pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi’ 

(bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri 

seorang wanita yang boleh nikah dengannya.     

                                                             
19

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, cet. Ke-5 (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 

2018), hlm. 6. 
20

 Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, Cet. Ke-2 

(Jakarta, Elsas, 2008), hlm. 3. 



14 
 

 
 

Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz 

nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan 

wanita.
21

 

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita dewasa yang 

berdasarkan hukum, adat-istiadat, agama atau Undang-Undang.
22  

Pernikahan 

merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera 

melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik 

dalam bentuk penglihatan maupun bentuk perzinaan. Orang yang yang 

berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai 

persiapan bekal (fisik maupun non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad 

SAW untuk berpuasa.
23

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab 2 pasal 2 perkawinan menurut 

hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
24

 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1  

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
25

 

                                                             
21

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24 
22

 Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, cet. Ke-2 

(Jakarta, Elsas, 2008), hlm. 19 
23

 Zainuddin ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 7 
24

 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm 9. 
25

 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm 95. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha 

mengartikan nikah dengan akad yang ditetapkan oleh syara’, setelah 

terjadinya proses ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan 

kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki), maka menjadi halal untuk 

mengadakan hubungan keluarga untuk membentuk kehidupan yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. 

 

2. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram 

dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam 

perkawinan.
26

 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut 

islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.
27

 

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-

masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan 

pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian 

syarat-syarat dari rukun tersebut. 

                                                             
26

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, cet. Ke-5 (Depok : PT Raja grafindo 

Persada, 2018), hlm. 12. 
27

 Ibid.  
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Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang 

akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akan 

melangsungkan akad dengan si suami,  dua  orang  saksi  yang  

menyaksikan  telah  berlangsungnya  akad  perkawinan  itu. 

Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah 

sebagai berikut:
28

 

a. Calon mempelai laki-laki. 

b. Calon mempelai wanita. 

c. Wali dan mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan. 

d. Dua orang saksi. 

e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. 

Rukun dan syarat perkawinan pada dasarnya banyak berbeda 

pandangan antara seorang ulama atau mahzab dengan mahzab lain. Mahzab 

Hanafi berpendapat bahwa rukun perkawinan hanya ijab dan qobul. 

Sedangkan syarat perkawinan adalah rida ( persetujuan ) dari kedua calon 

suami dan istri.
29  

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak 

melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang 

melangsungkan perkawin itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon 

istri dan suami atau perserujuan mereka. Kerelaan calon suami dan wali jelas 

                                                             
28

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media, 2007), 

Cet. Ke-2, h.61. 
29

 Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh al-islam Wa-Adillatuhu. (Beirut. Dar al-Fikr. Tth juz ke-7). 

Hal 36 
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dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan 

calon isrti, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda 

dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya.
30 

 

Membicarakan rukun dan syarat perkawinan tentang persetujuan 

calon mempelai KHI juga mengaturnya yaitu pada pasal 16 ayat 1 dan 2 yang 

diantaranya:
31 

a. Pasal 16 Ayat 1 berbunyi: Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon 

mempelai.
 

b. Pasal 16 Ayat 2 berbunyi: Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, 

dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat 

tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang 

tegas.
 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan 

yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan 

tersebut tidak sah menurut hukum islam. 

3. Hukum Melaksanakan Pernikahan 

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang 

dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan 

khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk 

                                                             
30

 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2006), Cet. Ke-2, 

hlm. 32 
31

 Kompilasi Hukum Islam, (Bandung Fokus Media, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 10-11 
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melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, 

jihat, dan puasa sunnah. Demikian kesepakatan para imam madzhab. 

Bagi orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan 

mempunyai persiapan mustahab untuk melaksanakan pernikahan. 

Demikian menurut Jumhur ulama berpendapat Orang yang sangat 

berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. 

Adapun menurut Hanafi dalam keadaan apapun nikah adalah mustahab, 

dan menikah lebih utama dari pada tidak menikah untuk beribadah.
32 

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash 

yang ada didalam Al-Qur’an maupun Hadist, Islam sangat menganjurkan 

kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun 

demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta 

tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat 

dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.
 

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib
 

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan 

dan orang tertentu, wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk 

kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk 

kawin, ia takut terjerumus berbuat zina kalau tidak kawin. Menurut 

jumhur ulama bagi orang yang mampu untuk menikah dan khawatir akan 

melakukan perbuatan zina. Alasannya, dia wajib menjaga dirinya agar 

                                                             
32

 Syaikh Al-‘Allamah Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi 

Ikhtilāf al- A’immah, Trj. Abdullah Zaki Alkaf, Fiqh Empat Mażhab (Bandung: Hasyimi, 2012) hlm 

318. 
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terhindar dari perbuatan haram.
33

 Di dalam al- Qur’an Allah SWT. 

Berfirman : 

                            

          

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. 

An-Nur: 30) 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan 

untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi 

orang tersebut adalah wajib.
 

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah
 

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan 

bagi orang tersebut adalah sunnah. 

Menurut jumhur ulama bagi yang apabila tidak menikah, sanggup 

menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan haram dan apabila ia 

menikah, ia yakin tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada 

                                                             
33

 Asrorun Ni’am Sholeh, Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Elsas, 

2008), cet. Ke-2, hlm 6 
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istrinya, ini didasarkan pada firman Allah swt.
34

 Dasar hukum yang 

digunakan yaitu Firman Allah SWT: 

                         

                

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 

jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” 

(QS. An-Nur : 32) 

Sunah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah 

pantas untuk kawin dan dia telah memiliki perlengkapan untuk 

melangsungkan perkawinan. 

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram
 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan 

perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum 

melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. 

Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang 

melakukan pernikahan yang akan mendatangkan kerusakan. Maka 

dari itu Allah SWT. Berfirman : 

                                                             
34

 Ibid. hal 5 
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Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, 

dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195) 

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh
 

Bagi orang yang khawatir akan berbuat nista dan membawa 

mudarat kepada istrinya dan tidak merasa yakin dapat menghindari hal 

itu jika ia menikah, misalnya merasa tidak mampu memberi nafkah, 

memberi perlakuan tidak baik kepada istri serta merasa tidak terlalu 

berminat terhadap perempuan.
35

  

Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat 

itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut ilmu. 

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah
 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, 

tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina 

dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. 

Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi 

kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan 

membina keluarga sejahtera.
36

 

                                                             
35

 Ibid. hal 9 
36

 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 21. 
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Dilihat dari hukum-hukum yang sudah dijelaskan diatas dapat 

disimpulkan bahwa hukum melakukan pernikahan beraneka ragam. 

Ada yang mengatakan wajib, sunah dan ada pula yang mengatakan 

mubah serta haram. Disandarkan kepada situasi dan kondisi pada 

orang yang akan melaksanakan pernikahan.  

 

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

Tujuan dan hikmah dari pada perkawinan ini adalah suatu kepastian 

dalam menjalankan syari’at islam yang berlaku. Apabila terlaksana akad 

perkawinan yang sah, maka saat itu juga berarti antara kedua calon 

mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi. 

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, 

sejahtera artinya tecipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya 

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagian, yakni 

kasih sayang antar anggota keluarg Manusia diciptakan Allah SWT 

mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada 

itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada 

Khliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya.
37

 

Islam mengajurkan dan menggembirakan pernikahan sebagaimana 

tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, 
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masyarakat, dan seluruh umat manusia. Menikah merupakan jalan terbaik 

untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, 

melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat 

diperhatikan sekali.
38 

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama 

yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan 

pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Adapun tujuan 

dari perkawinan antara lain yaitu :
39  

a. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan. 

Seperti telah diungkapkan di muka naluri manusia mempunyai 

kecendrungan untuk mempunyai keturunan yang sah kehidupan keluarga 

bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak 

merupakan buah hati dan belahan jiwa. Keturunan merupan generasi yang 

akan terus melanjutkan keluarga ke generasi-genersi berikutnya, dengan 

keturunan, kehidupan rumah tangga menjadi terasa hidup, damai, dan 

tenang.
40 

b. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan 

Tanggung Jawab.
 

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan 

keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Sudah menjadi 

kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh jodoh dan 
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diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan 

antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk mengatur naluri 

seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria 

dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan 

kasih saying yang diluar perkawnan tidak akan menghasilkan 

keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas 

kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.
41  

c. Memelihara Diri dari Kerusakan
 

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat 

ditunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan 

penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan 

dapat menimbulakan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun 

orang lain bahkan masyarakat, karna manusia mempunyai nafsu, 

sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang 

tidak baik.
42 

d. Menimbulakan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta 

yang Halal
 

Hidup sehari-hari menunjukan bahwa orang-orang yang belum 

berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya 

sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Demikian pula 

dalam menggunakan hartanya, orang-orang berkeluarga  lebih  efektif  
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dan  hemat,  karena  mengingat  kebutuhan  keluarga dirumah. Suami 

istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama. Jerih 

payah dalam usahanya dan upaya mencari keperluan hidupnya dan 

keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. 

Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah 

berkerja dan bertanggung jawab dapat ditimbulkan gairah bekerja dan 

bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.
43  

e. Menentramkan Jiwa.
 

Allah SWT menciptakan hambanya hidup berpasang-pasangan dan 

tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan, hal 

ini sasuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan juga 

sebaliknya.
 

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan 

ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai 

kebahagian. Kebahagian dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan 

ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.
44 

 

B. HIV/AIDS 

1. Pengertian HIV/AIDS 

HIV atau Human Imunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang 

menyerang manusia dan menyebabkan terjadinya gangguan sistem kekebalan 

tubuh sehingga penderita mudah sekali terkena penyakit inveksi, kanker, dan 
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penyakit lainnya.
45

 Dapat dipahami bahwa HIV merupakan jenis virus yang 

menyerang sistem kekebalan tubuh. Adapaun kata AIDS atau sindrome 

kehilangan kekebalan tubuh adalah sekumpulan gejala penyakit yang 

menyerang tubuh manusia esudah sistem kekebalan dirusak oleh virus HIV. 

Ini artinya AIDS merupakan penyakit yang ditimbulkan karena telah diserang 

oleh virus HIV.
46

 

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa HIV dan AIDS 

merupakan dua hal berbeda yang memiliki hubungan kausalitas (sebab 

akibat). HIV merupakan virus yang menjadi sebab penyakit AIDS. Penyakit 

AIDS ini tidak akan terlihat dan tidak dapat diketahui gejalanya seblum dapat 

dipastikan virus HIV yang menyerang seseorang. 

Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus, sering 

kali menimbulkan kecacatan dan bahaya kematian karena tidak ada kekebalan 

bawaan (alamiah) untuk membunuh virus tersebut. Disamping itu, daya tahan 

tubuh yang masih lemah terutama pada anak-anak justru menjadi tidak dapat 

terbunuhnya virus yang telah menular. Di indonesia, penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus banyak ditemukan. Antara lain seperti Poliomyelitis, 

Campak, HIV, Demam Berdarah Dengue (DBD), Hepatitis, dan lainnya. 

Khusus mengenai penyakit HIV/AIDS, cara penularannya melalui dua 

macam, bisa dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara penularan 

langsung dimaksudkan yaitu penularan melalui kontak intim (hubungan 
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seksual). Sedangkan cara penularan tidak langsung yaitu penularan melalui 

media, seperti donor darah, peralatan medis, alat suntik, dan jarum tindik 

(tatto), cairan tubuh.
47

 Fahmi Daili menyebutkan bahwa virus HIV ditemukan 

dalam jumlah besar yaitu dalam cairan darah, sperma, dan vagina. Sedangkan 

dalam jumlah kecil ditemukan dalam air liur dan air mata. Ini artinya ketika 

seseorang telah terjangkit virus HIV, maka yang dominan akan diserang 

adalah pada darah, sperma dan vagina. 

Terkait dengan batasan masa dari saat penyebab penyakit masuk ke 

dalam tubuh (saat penularan) sampai ke saat timbulnya penyakit AIDS (atau 

disebut dengan masa inkubasi penyakit HIV/AIDS) ini tidak diketahui secara 

pasti. Karena sangat tergantung pada sejauh mana terjadinya gangguan sistem 

kekebalan pada diri masing-masing individu.
48

 

 

2. Sejarah HIV/AIDS 
 

Kasus paling awal infeksi HIV ditemukan dalam dalam darah sampel 

diambil tahun 1959 dari seorang pria di Kinshasa, Republik Demokratik 

Kongo (dahulu Zaire). Sampel yang menunjukkan bahwa HIV ada lebih dari 

dua dekade sebelum laporan CDC pertama. 

AIDS pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 oleh pusat 

pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat (CDC) yang 

berbasis di Atlanta, Georgia. Hampir satu juta orang di Amerika Serikat di 

diagnosis dengan AIDS selama 25 tahun pertama. Lebih dari setengah juta 
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orang Amerika meninggal karena AIDS selama seperempat abad pertama 

epidemi, dan lebih dari 400.000 orang Amerika saat ini hidup dengan AIDS. 

Pada tahun 2006, lebih dari 50.000 orang Amerika telah menjadi HIV + 

(CDC, 2008). Namun, AIDS bukan hanya sebuah epidemi di Amerika 

Serikat. Penyakit AIDS ini adalah penyakit ditemukan di negara di seluruh 

dunia. 

Tahun 2007, menurut data yang dikumpulkan oleh Amerika bersama 

program HIV/AIDS, 33 juta orang hidup dengan inveksi HIV, hampir 3 juta 

orang terinfeksi HIV dan 2 juta orang meninggal. 

Kasus HIV/AIDS di Indonesia dilaporkan pertama kali pada tahun 

1987 di Bali, dan sampai akhir tahun 2003 jumlah kasus yang dilaporkan 

sebanyak 4.091. Jumlah kasus terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, disusul 

Papua, Jawa Timur, Riau (Batam) dan Bali. 

Menurut laporan SIHA (Sitem Informasi HIV/AIDS) epidemi 

HIV/AIDS juga menjadi masalah di Indonesia yang merupakan negara urutan 

ke-5 paling beresiko HIV/AIDS di Asia. Laporan kasus baru HIV meningkat 

setiap tahunnya sejak petama kali dilaporkan pada tahun 1987. Peningkatan 

paling banyak pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 

sebesar 10.315 kasus.
49

  

Jumlah kasus HIV/AIDS yang setiap tahunnya mengalami 

penambahan kasus, oleh karena itu sebaiknya kita melakukan tindakan 
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pencegahan untuk mengurangi jumlah kasus HIV/AIDS yang ada di 

Indonesia. 

 

3. Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS
 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari pergaulan 

sesama. Kebebasan yang dilakukan secara absolut, sering diterapkan orang 

pada kebebasan bergaul antara lelaki dan wanita. Memang pada komunitas 

tertentu, hal itu masih bernilai positif. Akan tetapi bila sudah meningkat 

pada kebebasan hubungan seks, sadar atau tidak hal itu mengakibatkan 

perilaku yang abnormal dari pandangan sosial maupun agama.
50

 Akibat lebih 

jauh adalah timbulnya kerusakan jasmani. Berjangkitnya penyakit kelamin 

seperti AIDS, lahir dari kebebasan seksual tanpa kontrol terhadap kebersihan 

lawan seks.
  

Bila 10 tahun yang lalu penularan HIV terbanyak lewat hubungan 

seks baik homoseksual maupun hoteroseksual, maka sekarang 80% penularan 

adalah lewat jarum suntik narkoba atau IDU (Intravena Drug User). Hampir 

semua pecandu yang menyadari bahwa dirinya HIV positif akan mengalami 

shock hebat, stres dan depresi.
51  

HIV dan virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak 

langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, 

dengan cairan tubuh yang mengandung virus HIV/AIDS, seperi darah, air 
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mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat 

terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, 

jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, 

bersalin atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan 

tubuh tersebut.
52  

Tiga jalur utama masuknya virus HIV ke dalam tubuh ialah melalui 

hubungan seksual, persentuhan (paparan) dengan cairan atau jaringan tubuh 

yang terinfeksi, serta dari ibu ke janin atau bayi. Walaupun HIV dapat 

terdeteksi pada ari liur, air mata dan urin orang yang teinfeksi, namun tidak 

tedapat catatan kasus infeksi dikarenakan cairan-cairan tersebut, denagan 

demikan resiko infeksinya secara umum dapat diabaikan.
  

 

4. Konsep Kesehatan Reproduksi 

Reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam 

menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Keadaan sejahtera fisik, 

mental dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit 

atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, 

serta fungsi dan prosesnya.
53

 

Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif adalah pelayanan 

kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan manusia yang terdiri dari 
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pelayanan kesehatan reproduksi esensial ditambah pelayanan kesehatan 

reproduksi usia lanjut.
54

 

Adapun tujuan dan sasaran hak reproduksi secara umum bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, perlindungan serta dukungan 

untuk pemenuhan hak-hak reproduksi bagi semua individu dan keluarga. 

Secara khusus bertujuan untuk :
55

 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dan anggotanya 

tentang hak-hak reproduksi. 

b. Terpenuhinya hak-hak reproduksi seluruh keluarga dan anggotanya. 

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pemberi 

pelayanan tentang tindak lanjut pelanggaran hak-hak reproduksi. 

d. Meningkatka kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai 

pentingnya penegakan hak-hak reproduksi. 

Prioritas kesehatan reproduksi di indonesia 

a. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 

b. Keluarga berencana. 

c. Kesehatan reproduksi remaja. 

d. Pencegahan atau penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) 

termasuk HIV/AIDS. 

Ruang lingkup kesehatan reproduksi secara luas meliputi : 

a. Kesehatan ibu dan anak. 
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b. Keluarga berencana. 

c. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) 

termasuk IMS dan HIV/AIDS. 

d. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. 

e. Kesehatan reproduksi remaja. 

f. Pencegahan dan penanganan infertilitas. 

g. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. 

Penjabaran hak-hak reproduksi menurut WHO (World Health 

Organization) :
56

 

a. Hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. 

b. Hak mendapat informasi mengenai kespro secara lengkap. 

c. Hak mendapatkan pelayanan KB sesuai pilihannya. 

d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. 

e. Hubungan suami istri dilandasi dengan sikap saling menghargai. 

f. Hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai PMS termasuk 

AIDS. 

g. Remaja laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama untuk 

memperoleh informasi tentang kespro. 

h. Perempuan mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan buruk dalam 

kehidupan reproduksinya. 
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5. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

Cara pencegahan penularan HIV/AIDS yang paling efektif adalah 

dengan memutus rantai penularan. Pencegahan dikaitkan dengan cara-cara 

penularan HIV/AIDS.
57

 

Upaya pokok pencegahan (preventif) dalam menanggulangi penyakit 

AIDS dari segi agama islam adalah membina mental rohani secara teratur 

dan sedini mungkin, sehingga mental rohani itu akan tetap sehat. Dengan 

sehatnya rohani tersebut lebih dapat diharapkan tidak akan ada terjadinya 

penyimpangan seksual, prostitusi, pergaulan bebas, mabuk, penyalahgunaan 

narkoba, dan sebagainya. Sehingga dengan rohani yang sehat itu akan 

terwujud jasmani yang sehat pula.
 

Dari sudut pandang agama Islam munculnya penyakit HIV/AIDS 

dapat dipandang sebagai peringatan Tuhan agar manusia kembali bertobat 

dan kembali ke jalan yang benar, yaitu tidak lagi melakukan perzinaan (seks 

bebas dan pelacur), berhenti menggunakan narkoba.
58  

Ada tehnik-tehnik yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan 

HIV pada pasangan yang salah satu atau dua-duanya HIV-positif. Hal ini 

sudah dilakukan di Indonesia antara lain:
59

 

a. Penularan virus dapat dihindari dengan penggunaan kondom setiap kali 

berhubungan seksual dengan variasi apapun. Kondom cukup aman untuk 

menghindari penularan virus HIV/AIDS. 
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b. Hindari kontak darah dengan penderita HIV/AIDS.  

c. Hindari peemakaian jarum suntik yang sudah terkontaminasi HIV/AIDS 

secara bergantian. 

d. Dan jangan bergonta-ganti pasangan. 

Selain hal yang diatas salah satu upaya pencegahan HIV/AIDS adalah 

memberikan informasi kepada masyarakat luas yang dibagi dalam 4 tahap 

yaitu:
60

 

a. Pengetahuan (knowledge) 

Upaya ini dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat luas 

pengetahuan tentang HIV/AIDS dan cara penularan serta penyebaran, 

bahaya dan cara pencegahannya. Upaya ini dapat dilakukan melalui 

pendidikan masyarakat dengan mengikut sertakan para tenaga medis, 

agamawan, lembaga-lembaga yang terkait (LSM) dan partisipasi mass 

media.
  

b. Keyakinan (belief) 

Upaya ini dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan tentang bahaya 

HIV/AIDS. Hingga sekarang banyak orang khususnya dikalangan remaja 

belum percaya dan tidak yakin bahwa dirinya dapat terinfeksi virus 

HIV/AIDS kalau melakukan seks bebas dan memakai jarum suntik 

bergantian.  

c. Kesadaran/ Pendirian/ Keyakinan (conviction) 

Setelah mereka memperoleh pengetahuan dan keyakinan, diharapkan 

                                                             
60

 Ibid. 



35 
 

 
 

mereka tergugah hati nuraninya betapa bahayanya melakukan perzinaan 

dan pemakaian jarum suntik yang sudah terkontaminasi yang dipakai 

secara bergatian yang berakibat pada penularan dan penyebaran 

HIV/AIDS. Atas kesadaran, serta pendirian yang ada pada diri mereka, 

diharapakan timbul keyakinan serta motivasi pada diri mereka untuk 

merubah prilaku kea rah yang sehat dan bertanggung jawab. 

d. Penguasaan (mastery) 

Setelah mereka memperoleh pengetahuan, menyadari dan termotivasi, 

pada gilirannya kini mereka mempraktekan atau mengamalkan 

pengetahuan dan keyakinannya yaitu dengan cara merubah pola 

kehidupan yang buruk yang selama ini dianutnya menjadi prilaku yang 

sehat dan lebih bertanggung jawab. 

 

 

 

  



 
 

36 
 

BAB III 

MASLAHAH 

A. Pengertian Maslahah 

Secara etimologis, Maslahah berasal dari kata salaha yang berarti 

baik.
61

 Kata Maslahah  telah diserap dalam Bahasa Indonesia, dengan pengertian 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan 

sesuatu yang berguna.
62

  Berdasarkan definisi bahasa, Maslahah secara umum 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan 

bermanfaat, baik berupa suatu benda yang bermanfaat, situasi, sikap, perbuatan 

maupun perkataan yang mengandung unsur kebaikan di dalamnya. 

Secara terminologi atau istilah, rumusan Maslahah dapat ditemukan 

dalam berbagai literatur fikih maupun ushul fikih. Untuk itu, dalam tulisan ini 

akan dipaparkan minimal tiga pengertian Maslahah yang dirumuskan oleh para 

ulama, yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Imam al-Ghazali, Maslahah adalah merealisasikan mamfaat dan 

melenyapkan kemudaratan dalam upaya pemeliharaan tujuan-tujuan syarak.
63

 

                                                             
61

 Louis Ma’lûf, al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 

432; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya’qûb al-Fairuz Âbâdî, al-Qâmûs al-Muhît, 

(Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1996), h. 293; Lihat juga ‘Ibrahîm ‘Uwaeis, dkk, Al-Mu’jam al-Wasît, I 

(Surabaya: Ankasa, t.t.), h. 520. 

62
 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Iindonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 

2009), hlm. 270. 

63
 Kementerian Agama RI, Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia; Tafsir Al-Qur’an 

Tematik, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 85. 



37 
 

37 
 

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maslahah yaitu realisasi dari kemaslahatan 

umat manusia, atau mendatangkan keuntungan dan menolak kemudaratan.
64

 

3. Menurut Izzuddin bin Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, 

Maslahah segala sesuatu yang baik, bermanfaat atau bagus.
65

 

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah 

Maslahah itu dengan kata Munasib. Adapula yang menggunakan istilah istidhal. 

Istilah- istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-

masing memiliki tinjauan yang berbeda-beda.
66

 

Dalam pengertian rasionalnya, maslahah berarti sebab, cara atau tujuan 

yang baik. Maslahah  dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian 

dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.
67

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Maslahah adalah 

ketentuan dalam hukum islam yang tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang 

semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka. Ada juga 

yang mengartikan dan memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang 

tidak terdapat dalam nash atau ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan tentang unsur atau 

hakikat maslahah tersebut yang terdiri atas: 
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1. Kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan per- 

timbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau 

menghindarkan keburukan (kemudaratan) bagi manusia. 

2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut 

sesuai dengan tujuan umum pelembagaan hukum Islam (maqâsid al-

syarî’ah). 

3. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat 

legalitas secara eksplisit dari Legislator untuk menolak dan menerimanya. 

 

B. Macam-macam Maslahah 

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil 

yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahah terbagi menjadi tiga 

macam, yaitu : 

1. Maslahah Al-Mu’tabarah 

Maslahah Al-Mu’tabarah yakni maslahah yang diakui secara eksplisit 

oleh syara’ dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh 

para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah shar’iyyah yang 

valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis maslahah ini ialah aplikasi 

qiyas.  

2. Maslahah Al-Mulghah 

Maslahah Al-Mulghah merupakan maslahah yang tidak diakui oleh 

syara’, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara’. Sebagaimana ilustrasi 

yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki- 
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laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, 

dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar 

pemikiran yang demikian memang mengandung maslahah, tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga maslahah 

yang seperti inilah yang disebut dengan maslahah almulghah. 

3. Maslahah Al-Mursalah 

Maslahah Al-Mursalah yaitu maslahah yang tidak diakui secra 

eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, 

akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang 

universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah.
68

 

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui 

secara eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh 

syara’. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif 

dengan kaidah hukum yang universal, yakni tasarruful imam ‘ala al-ra’iyyah 

manutun bil al-maslahah. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai 

landasan shar’iyyah, yakni maslahah.
69

 

Dengan demikian maslahah mursalah ini merupakan maslahah yang 

sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam 

mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia dan terhindar dari 

kemudharatan yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan 
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perkembangan masyarakat islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi 

dan tempat. 

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam 

menetapkan hukum, maslahah terbagi menjadi tiga macam :
 

1. Maslahah Daruriyat 

Maslahah Daruriyat merupakan kemaslahatan yang menduduki 

kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya 

unsur agama dan dunia. Keberadaan maslahah daruriyat ini bersifat penting 

dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di 

dalamnya dan merupakan unsure terpenting dalam kehidupan manusia. Hal 

ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia 

tidak bisa hidup dengan tentram apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya. 

Zakariya al-Birri menyebutkan bahwa maslahah ini merupakan dasar 

asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya ada lima 

macam yang menjadi tiang penyangga kehidupan dunia agar semua ummat 

manusia dapat hidup dengan aman dan sejahtera yaitu: 

a. Keselamatan keyakinan agama (al-Muhafadzah ala al-Din) 

b. Keselamatan jiwa (al-Muhafadzah ala al-Nafs) 

c. Keselamatan akal (Muhafadzah ala al-Aql) 

d. Keselamatan keluarga dan keturunan (al-Muhafadzah al-Nasl) 

e. Keselamatan harta benda (al-Muhafadzah ala al-Mal) 

Kebanyakan para pakar Ushul Fiqh seperti Jalaluddin Abdur Rahman, 

Muhammad Abu Zahrah, Musthafa Said al-Kind berpendapat sama bahwa 
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kelima macam aspek tersebut termasuk dalam lingkup maslahah daruriyat 

yang paling asasi. Kelima macam aspek tersebut harus dipelihara serta 

dilindungi, karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi 

kehidupan dalam ummat manusia.  

2. Maslahah Hajiyat  

Maslahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki pada taraf 

kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia 

agar terlepas   dari   kesusahan   yang   akan   menimpa   mereka.   Maslahah 

Hajiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu 

kelayakan,  substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat 

menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani 

kehidupannya.
70

  Contoh sederhana dari Maslahah Hajiyat yaitu Allah SWT 

telah memberikan keringanan-keringanan dalam beribadah dikhususkan 

terhadap mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mereka 

mengalami kesulitan apabila melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini 

menjama’ serta mengqashar salat lima waktu. Sekiranya tidak dapat 

diwujudkan dalam kehidupan tidak akan mengakibatkan kegoncangan atau 

kerusakan, akan tetapi akan menimbulkan sebuah kesulitan. 

3. Maslahah Tahsiniyat 

Maslahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati pada 

posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan  

kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji. 
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Dengan memenuhi Maslahah ini, seseorang dapat menempati posisi yang 

unggul. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi Maslahah ini tidak 

mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama 

manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang berarti untuk kehidupan 

manusia. 

Disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh bahwa dalam 

urusan beribadah, Allah SWT. Telah mensyariatkan berbagai bentuk 

kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu juga dalam 

hadist nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya 

menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk juga berkenaan dengan adab dan 

tata cara makan-minum serta membersihkan diri. Kesemua Maslahah tersebut 

yang dikategorikan kepada Maslahah Tahsiniyat ini sifatnya hanya untuk 

kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dan dicapai 

oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan 

mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan serta dianjurkan. 

 

C. Kedudukan Maslahah dalam Penetapan Hukum 

Istislâh merupakan suatu konsep pemikiran hukum Islam yang 

menjadikan maslahah (kepentingan atau kebutuhan manusia) yang sifatnya 

tidak terikat (mursalah) menjadi sumber hukum sekunder. Sehingga konsep ini  

lebih dikenal  dengan  istislâh atau  maslahah mursalah atau al-masâlih al-

mursalah. 
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Setiap hukum yang didirikan atas dasar Maslahah dapat ditinjau dari tiga 

segi, yaitu:
71

 

1. Melihat Maslahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya 

pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa 

sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, 

kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan 

pentingnya pembuatan  akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi 

ini disebut Maslahah. 

2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-wasf al-munasib) yang 

mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu 

kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang 

sesuai dengan tujuan syara’, antara lain untuk menjaga status  keturunan. 

Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah 

yang dinamakan al-munasib al-mursal. 

3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu Maslahah yang ditunjukkan 

oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal 

itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’. Proses seperti ini 

dinamakan istislah (menggali dan menetapkan suatu Maslahah). 

Tidak dapat dipungkiri dikalangan mazhab Ushul memang terdapat 

perbedaan pendapat tentang kedudukan Maslahat dan Kehujjahannya dalam 

hukum islam baik yang menerima maupun yang menolak. Berikut ini perbedaan 
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pendapat antara kalangan Mazhab Ushul yang menerima dengan yang menolak 

serta argumentasi mereka masing-masing:
72

 

1. Kelompok pertama menganggap Maslahat Mursalah sebagai salah satu 

sumber hukum. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Maliki dan Imam Ahmad 

Ibnu Hanbal. Adapun dalil yang menjadi alasan dan argumen mereka ialah :  

a. Penghimpunan Al-Qur an dalam satu mushaf dimasa sahabat, dan ini 

dilakukan karena khawatir Al-Qur an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada 

masa Nabi dan tidak ada pula larangannya. 

b. Selanjutnya seperti dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa 

sesungguhnya tujuan persyari'atan hukum adalah untuk merealisir 

kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan 

manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus 

berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan 

itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika 

kemaslahatan itu tidak dicermati dengan seksama dan tidak diresponi 

dengan ketetapan yang sesuai niscaya kemaslahatan itu akan lenyap dari 

kehidupan manusia serta akan berhentilah pertumbuhan hukum.  

2. Kelompok yang kedua tidak mau menggunakan maslahah sebagai salah satu 

sumber hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah mazhab Hanafi. 

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiriyan Adapun alasan yang menjadi dasar 

atas penolakan tersebut ialah: 
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a. Bahwa Allah SWT (Syar'i) menolak sebagian maslahat dan mengakui 

sebagian yang lainnya, sementara Maslahah Mursalah adalan hal yang 

meragukan. Sebab boleh jadi Maslahah Mursalah ditolak atau diakui oleh 

syari' keberadaannya. Oleh karena itu, Maslahah Mursalah tidak mungkin 

dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum. 

Sesungguhnya menggunakan Maslahah Mursalah dalam penetapan 

hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti 

ini tidak dibolehkan.  

b. Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan 

Maslahah Mursalah berarti akan menimbulkan perbedaan hukum. 

Sesungguhnya kemaslahatan itu sebagaimana kita saksikan akan selalu 

berubah karena perbedaan zaman dengan terjadinya perubahan zaman dan 

kondisi ataupun situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi 

keumuman syari'at dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat 

(sholih likulli zaman wa makan). 

Setelah mencermati perbedaan para ulama ushul fiqh tentang kedudukan 

Maslahah Mursalah dalam hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa mereka 

semua pada dasarnya terdapat titik temu bahwa kelompok kedua tidak menolak 

sepenuhnya Maslahah Mursalah jika Maslahah Mursalah tersebut dapat 

dikategorikan sebagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syar'I untuk 

dipelihara, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka. Nampaknya, kelompok yang 

kedua yang menolak. menekankan kehati-hatian dalam menggunakan Maslahat 

Mursalah. 
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Sebetulnya, kelompok yang menerima Maslahah Mursalah tidak berarti 

tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan. Penggunaannya sejalan dengan 

tujuan syari'at. dengan kata lain Maslahah Mursalah itu merupakan bagian dari 

syari'at yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebutkan dalam 

nash secara tekstual, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan 

pokok mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sva'ban menyebutkan bahwa 

Maslahah Mursalah merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting yang 

memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu 

mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syari'at. Disamping 

itu, berpegang kepada Maslahah Mursalah Zakariya al-Birri tidak berarti 

menghilangkan kesempurnaan syari'at tetapi justru merealisir kesempurnaan 

tersebut dan menerapkannya bagi kepentingan manusia seluruhnya, meskipun 

mereka berada pada lingkungan dan Begitu pula, dengan cara ini para penguasa 

yang mengendalikan urusan ummat dapat menata kehidupan mereka dengan jiwa 

syari'at serta menjadikan Maslahah Mursalah itu sebagai dasar dan kaidah umum 

dalam mengatur kepentingan antar sesama di zaman yang berbeda. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Pandangan Maslahah Terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap 

Penyakit HIV/AIDS 

Allah SWT menciptakan mahluk hidup berpasang-pasangan, Allah SWT 

memerintahkan agar umatnya melakukan perkawinan dengan syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah 

artinya perintah Allah dan Rasulnya. Tidak semata-mata keinginan manusia atau 

hawa nafsunya saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia 

telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.
73

 

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an Allah berfirman: 

                   

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz- Dzariyat : 49)
74

 

Pernikahan  merupakan  suatu  cara  yang  dipilih  Allah  sebagai  jalan  

bagi manusia untuk  beranak,  berkembangbiak,  dan  melestarikan  

kehidupannya,  setelah  masing-masing pasangan siap melakukan peranannya 

yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. 
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Menurut Islam, pernikahan yang telah sempurna menimbulkan hak-hak 

hubungan suami istri, seperti bersetubuh, kewajiban memberikan nafkah, hak 

saling mewarisi, dan hukum-hukum lainnya.
75

  

Selain beribadah, orang yang akan menikah juga harus memantapkan 

tekad mewujudkan tujuan suci sebuah pernikahan, yaitu memperoleh kehidupan 

yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agar semua itu dapat telaksana dengan 

baik maka sebelum dilakukan perkawinan hendaklah dari masing-masing 

mereka haruslah jujur dalam mengutarakan keadaan yang sesungguhnya. 

Sebelum menikah masing-masing dari calon suami istri harus menggali 

informasi sebanyak-banyaknya tentang calon pasangan, keluarga, cita-citanya, 

maupun komitmen masa depannya. Dan bagi masing-masing calon haruslah 

jujur dalam menyampaikan informasi tentang dirinya masing-masing, ia tidak 

boleh menipu dengan menyebutkan keturunan, harta, dan perkerjaan palsu.
76

 

Begitu pula dengan keadaan kesehatan dirinya masing-masing. 

Ternyata menjelaskan keadaan kesehatan tubuh masing-masing pasangan 

baik dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, karena jika penyakit yang 

diderita termasuk penyakit berbahaya maka hal tersebut akan dapat merusak 

pernikahan tersebut.  

Tetapi jika ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pasangannya, 

maka ia berhak membatalkan. Jika aib itu ada pada perempuannya, maka calon 

suami boleh membatalkannya. 
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Seperti yang kita ketahui bahwa virus HIV penyebab penyakit AIDS 

adalah penyakit yang berbahaya. Dari sudut pandang islam penyakit HIV/AIDS 

merupakan sebuah peringatan dari Allah SWT. Agar manusia kembali bertobat 

menuju ke jalan yang benar. 
77

 

Islam sangat memperhatikan prinsip, memelihara kesehatan, dan 

menangkal penyakit lebih baik dari pada mengobati penyakit yang sudah 

menjangkit tubuh. Dalam Islam juga menyebutkan bahwa pernikahan hanya 

dianjurkan bagi yang mampu, mampu memberi nafkah lahir (biaya hidup) dan 

mampu memberi nafkah batin (persetubuhan). Seseorang yang mengidap virus 

HIV/AIDS termasuk orang yang tidak mampu memberi nafkah batin. Karena 

kita tahu bahwa dari hubungan seksual inilah faktor tertinggi menularnya 

virus HIV/AIDS, selain itu juga jika kedua suami istri menginginkan keturunan, 

maka resiko penularan ibu ke anak mencapai 45% tertulari virus HIV/AIDS. 

Sehingga tujuan dari disyariatkannya perkawinan tidak bisa dicapai.
78

 

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa penyakit AIDS adalah 

merupakan bahaya yang sangat perlu untuk dikhawatirkan karena bahaya ini 

bukan hanya mengancam tiap individu melainkan juga mengancam keluarga. 

Secara umum, kelemahan atau cacat dapat dikategorikan kepada dua hal: 

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan 

seksual, misalnya Al-Jubb adalah terpotongnya dzakar (sehinga tidak bisa 

melakukan hubungan seksual), atau impotent, sedangkan Al-Khasha adalah 
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kehilanagan atau pecahnya buah dzakar. Adanya dua hal ini pada seorang 

laki-laki, menurut kesepakatan mazhab, menyebabkan istri berhak 

membatalkan perkawianan.
79

 Atau Al-ritq adalah tersumbatnya lubang 

vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan bersenggama. Al-qarn 

adalah benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip tanduk 

domba, dan Al-afal adalah daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang 

selalu mengeluarkan cairan, sedangkan Al- ifdha adalah menyatunya kedua 

saluran pembuangan.
80

  

2. Kelemahan yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun 

dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar 

hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko. Misalnya terkena 

penyakit gila, dan berbagai penyakit menular yang lain. Dalam kaitannya 

dengan hal-hal diatas, HIV/AIDS bila dilihat dari sifat penyakitnya, maka 

penyakit ini termasuk penyakit yang bisa berjangkit dengan melakukan 

hubungan seksual. Dengan demikian, berarti penyakit ini termasuk kedalam 

kategori yang bisa menghalangi terwujudnya tujuan utama perkawinan. 

 

Dalam halangan perkawianan disebutkan bahwa sakit berat bisa 

menghalangi suatu perkawinan  yang  sifatnya  sementara.  Dalam  hal  ini  

penyakit  AIDS  bisa  dikategorikan sebagai penyakit berat, karena selain 

bersifat menular, virus HIV/AIDS belum ditemukan obatnya dan mematikan. 

Menikah bagi penderita AIDS berarti menjatuhkan diri kedalam kebinasaan 
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dan berarti juga akan menimbulkan kerusakan atau mafsadah yang baru.
81

 

Karena salah  satu  esensi  pernikahan  adalah  untuk  menghalalkan  

hubungan  seksual.  Padahal hubungan seksual adalah cara penyebaran yang 

paling efektif. Dan setiap mafsadah harus dihindari atau dihilangkan. Sesuai 

kaidah fikih kemudharatan harus dihilangkan. 

Allah selalu memerintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang lebih 

banyak manfaatnya, dan melarang perbuatan yang lebih banyak mudharatnya,
82

 

Menikah bagi penderita AIDS adalah lebih ringan madharatnya dari pada tidak 

menikah (dilarang menikah) namun hal ini harus ada sifat saling memahami 

kondisi masing-masing pihak, untuk menerima konsekuensi dan dampaknya, 

sehingga masing-masing pihak dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal 

yang mengakibatkan bertambahnya pengidap HIV/AIDS.  

Kita melihat sejenak pada hukum asal perkawinan itu sendiri adalah 

mubah seperti yang dijelaskan dalam bab II. Di Indonesia, umumnya 

masyarakat memandang bahwa  hukum asal melakukan perkawinan ialah 

mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi’iyah.
83

 Namun 

hukum tersebut dapat berubah menurut perubahan illatnya. 

Dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh salah satu yang mengidap 

penyakit HIV/AIDS. Maka dalam kondisi seperti ini perkawinan menjadi 

haram, Bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara’ untuk 

melakukan perkawianan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai 
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tujuan syara’, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan 

pasangannya.
84

 karena adanya kelemahan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami istri dalam perkawinan, 

sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita karena 

penyakitnya itu, dan menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai 

tujuannya.
85

  

Namun demikian, bukan berarti mereka yang kesehatannya kurang 

terjamin atau yang mempunyai cacat tubuh tertentu dilarang menikah. 

Sejumlah orang yang tidak sehat jasmani, ternyata banyak yang berhasil dalam 

pernikahannya. Pertimbangan yang paling penting dalam hal ini bukanlah soal 

kekurangan, melainkan bagaimana sikap mereka terhadap aib pasangannya. 

Apabila mereka merasa hina atau menggunakan keadaan itu sebagai suatu 

alasan mendominasi pasangannya, maka mereka yang seperti itu harus 

berpikir panjang dulu untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Akan tetapi 

apabila mereka dapat menerima kekurangan jasmani dan segala akibatnya itu 

dengan senang hati dan berani, maka mereka tak perlu membatalkan 

pernikahan yang sudah dicita-citakan itu. Yang penting dalam hal ini adalah 

“menghadapi masalah secar jujur dan bijaksana”.
86

  

Namun kalau kita kembali kepada rukun dan syarat nikah sebagaimana 
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dijelaskan dalam bab II, suatu perkawinan itu dianggap sah apabila memenuhi 

rukun dan syarat nikah. Perkawinan penderita HIV/AIDS apabila memenuhi 

rukun dan syarat nikah, dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak adalah 

sah. Disamping itu penyakit HIV/AIDS bukanlah termasuk penghalang nikah. 

Walaupun sakit berat menurut sebagian ulama termasuk penghalang nikah. 

Namun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 

hendak melangsungkan perkawinan itu di rumuskan dengan kata-kata kerelaan 

calon istri dan calon suami atas persetujuan mereka,
87

 artinya meskipun salah 

satu dari kedua mempelai atau keduanya mengidap virus HIV/AIDS, namun 

ketika mereka rela dan sepakat untuk melaksanakan sebuah perkawinan maka 

perkawinan tersebut sah. 

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh salah satu 

pasangan dengan pengidap penyakit HIV/AIDS maka akan menularkan ke 

pasangannya dan menularkan ke anaknya jika wanita tersebut hamil. Dipandang 

dari Maslahah pernikahan tersebut menjadi tidak baik dan dapat membuat 

rusaknya pernikahan tersebut.  

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan pengidap penyakit 

HIV/AIDS tidak dapat menghentikan penularan penyakit ke anaknya 

(keturunannya). Secara Maslahah pernikahan yang dilakukan keduanya dapat 

mencapai tujuan pernikahan dengan terpenuhinya nafkah lahir dan batin. 

Sehingga pernikahan pasangan pengidap HIV/AIDS. 

 

                                                             
87

 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), Cet. Ke-2, 

h. 33. 



54 
 

 

B. Pandangan Kesehatan Terhadap Pernikahan Orang dengan Pengidap 

Penyakit HIV/AIDS 

Penderita HIV positif adalah seseorang yang tertular virus HIV, nampak 

sehat tanpa gejala penyakit apapun, tetapi dapat menularkan virus AIDS kepada 

orang lain.
88

 

Penderita AIDS adalah seseorang yang menunjukkan gejala dari 

sekumpulan penyakit, setelah sekian waktu terinfeksi HIV. Biasanya timbul 

antara 5 – 10 tahun setelah tertular HIV. Sehingga orang yang mengidap virus 

HIV akan menderita AIDS dan sangat mudah ditularkan melalui hubungan seks, 

jarum suntik dan darah.
89

 

Pernikahan dilakukan salah satu tujuan pentingnya yaitu untuk 

memiliki keturunan. Beberapa hal yang harus dilakukan jika pasangan dengan 

pengidap HIV/AIDS menginginkan anak, karena penularan dari ibu ke bayi 

sangat rentan terjadi. Oleh karena itu pasangan ini harus memikirkan dengan 

mantang jika ingin memiliki anak. 

Secara ilmu kesehatan, pasangan yang mengidap penyakit HIV/AIDS 

dapat melakukan beberapa tahapan untuk dapat memiliki keturunan (anak) 

dengan cara sebagai berikut ini. 

1. Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi 
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WHO mengupayakan 4 pilar untuk mencegah terjadinya penularan HIV 

dari ibu ke bayi. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi yang 

dilaksanakan secara komprehensif yaitu:
90

  

a. Mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia produktif. 

b. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif. 

c. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang 

dikandungnya.  

d. Memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV 

positif beserta bayi dan keluarganya. 

 Keempat pilar tersebut secara nasional dikoordinir dijalankan oleh 

pemerintah serta dapat dilaksanakan oleh institusi kesehatan swasta dan lembaga 

swadaya masyarakat. 

Bila kondisi fisik ibu HIV positif tersebut cukup baik, resiko penularan 

HIV dari ibu ke bayi sebenarnya cukup kecil. Namun, bila ibu telah memiliki 

banyak tanda dan gejala HIV, maka peluang untuk menularkan HIV ke bayinya 

akan lebih besar. 

Bila ibu HIV positif tetap berkeinginan untuk mempunyai anak, WHO 

menganjurkan jarak antara kelahiran minimal 2 tahun untuk menunda kehamilan 

dengan menggunakan kondom, serta ibu diberikan pelayanan konseling yang 

cermat agar ibu memahami resiko dan berfikir cara merawat bayi mereka.
91
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Pengidap HIV/AIDS melakukan tes dan konseling secara berkala, dan 

perencaan kehamilan sampai kelahiran anaknya dengan pemberian ARV (Anti 

Retroviral) selama kehamilan dan proses kelahiran. Selanjutnya memilih cara 

melahirkan, dan cara pemberian makanan pada bayi/anak mereka. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan pencegahan konseling 

secara berkala harus dilaksanakan dan penggunaan obat ARV (antiretroviral) 

untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Sehingga proses awal ini 

sangat penting untuk keberhasilan memiliki anak ketika ibu mengidap Penyakit 

HIV/AIDS. 

2. Persalinan yang Aman bagi Ibu Hamil HIV Positif 

Untuk mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi yang terjadi 

pada saat persalinan, maka operasi seksio caesaria berencana sebelum saat 

persalinan tiba (atas dasar pilihan, bukan karena tindakan emergensi) akan dapat 

menghindari bayi terkena kontak dengan darah dan lendir ibu. Operasi seksio 

caesaria akan mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi sebesar 50% 

hingga 66%.
92

  

Agar tidak terjadi penularan HIV ke janin-bayi, maka perlu 

diperhatikan:
93

 

a. Menurunkan Viral Load serendah-rendahnya dengan deteksi dini, 

pemberian ARV (Anti Retroviral) dan bayi hidup normal. 
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b. Rute kelahiran tergantung dengan Viral Load, Kesiapan Rumah Sakit dan 

status Obstetrik. 

Dapat disimpulkan bahwa persalinan secara seksio caesaria untuk 

mengurangi resiko penularan dari ibu ke bayi, sehingga pertolongan tersebut 

berpengaruh terhadap kesehatan bayi. 

3. Pemberian ARV dan Makanan pada Bayi yang Lahir dari Ibu HIV Positif 

Terapi Antiretroviral (ARV) merupakan penggunaan obat jangka 

panjang untuk mengobati perempuan hamil HIV positif dan untuk mencegah 

penularan HIV dari ibu ke bayi. 

Profilaksis Antiretroviral merupakan penggunaan obat jangka pendek 

yang digunakkan perempuan hamil HIV positif selama masa kehamilan untuk 

mengurangi resiko penularan HIV ke janin yang dikandung dengan tujuan untuk 

menurunkan kadar HIV serendah mungkin. 

ARV tidak menyembuhkan pasien, namun bisa memperbaiki kualitas 

hidup dan memperpanjang usia harapan hidup penderita HIV-AIDS. ARV dapat 

diberikan pada pasien untuk menghentikan aktifitas virus, memulihkan sistem 

imun dan mengurangi terjadinya infeksi oportunistik.
94

 

Pemberian makanan pada bayi diberikan dalam bentuk cairan (ASI atau 

susu formula) sampai bayi berusia 6 bulan, namun untuk makanan padat mulai 

bayi berusia 6 bulan. Karena adanya resiko penularan HIV melalui pemberian 
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ASI, maka ibu hamil Positif dianjurkan untuk tidak menyusui bayi, melainkan 

memberikan bayinya susu formula. Namun, susu formula yang diberikan pada 

bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV positif harus memenuhi syarat AFASS 

(WHO) yaitu mudah diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan dan aman 

penggunaanya.
95

 

Sebelum usia bayi lebih 6 bulan maka tidak diperkenankan memberi 

makanan padat, karena dapat menyebabkan resiko penularan HIV menjadi lebih 

tinggi.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki 

keturunan jika pasangan mengidap HIV positif maka besar kemungkinan dapat  

menularkan, tetapi dari proses pencegahan hanya dapat mengurangi beberapa 

persen agar virus tersebut tidak menular ke bayi. Ketika teknologi kesehatan 

berupaya mengatasi hanya untuk menambah usia harapan hidup tetapi belum 

dapat menyembuhkan secara total. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan rangkaian yang penulis uraikan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Menurut pandangan Maslahah dalam melihat perkawinan yang dilakukan 

oleh ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), perkawinan merupakan jalan yang 

terbaik dan mencegah dari perbuatan zina, karena salah satu esensi dari 

perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Pada hal seperti 

yang sudah kita ketahui bahwa hubungan seksual adalah cara penyebaran 

yang paling efektif, tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu 

kedokteran resiko penularan HIV/AIDS dapat lebih ditekan walaupun tidak 

dapat dijamin tidak tertular sama sekali. Faktor yang dapat melegalkan suatu 

perkawinan yang dilakukan oleh ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) menurut 

pandangan Maslahah menerangkan cacat sebelum melakukan perkawinan 

dan bersikap jujur tidak membohongi calon pasangannya dengan kondisi 

kesehatannya itu menjadi faktor utama dan wajib, serta menyembunyikan 

cacat, dan menipu dengan hal-hal yang haram, akan dapat merusak 

pernikahan tersebut. Selain itu persetujuan dan kerelaan atau dari kedua belah 

pihak itu menjadi faktor penting dalam melakukan perkawinan sehingga 

rumah tangga yang akan dibangun akan terasa nyaman dalam menjalaninya.  
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2. Menurut ilmu Kesehatan faktor yang melegalkan perkawianan ODHA 

seperti kita ketahui semakin majunya perkembangan ilmu kedokteran 

semakin banyak juga metode-metode yang diterapkan agar perkawianan 

ODHA tidak berdampak buruk bagi pasangannya yaitu Cara paling aman 

untuk menghindari pasangan tertular HIV adalah dengan selalu  

menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Tetapi untuk memiliki 

keturunan memang lebih rumit, namun dengan semakin majunya teknologi 

dalam dunia kedokteran maka ODHA pun dapat dengan aman memiliki 

keturunan. Karena HIV/AIDS bukan menjadi halangan dalam melakukan 

pernikahan dan mendapatkan keturunan. Selama mereka menyadari 

penyakitnya, mau melakukan perawatan, dan mengobati diri, kualitas 

hidup pun bahkan dapat meningkat. 

 

B. Saran  

Sebagai bahan evaluasi penulis akan memberikan beberapa saran 

antara lain : 

1. Penderita HIV/AIDS akibat perzinaan, penyalahgunaan NAPZA 

segeralah bertobat dan tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan 

mereka menularkan penyakit HIV/AIDS kepada pasangannya. 

2. Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini melalui tempat mereka 

mencari ilmu seperti sekolah. Sekolah haruslah memberi tambahan 

kurikulum mengenai pemahaman bahaya HIV/AIDS, sekolah 

haruslah menciptakan kondisi/ suasana proses belajar mengajar yang 
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kondusif bagi anak di sekolah sehingga kurikulum yang disampaikan 

dapat ditangkap dan diterapkan dengan baik. 

3. Peran dan tanggung jawab orang tua sangat penting dirumah dengan 

menciptakan kondisi linkungan yang sehat bagi perkembangan anak/ 

remaja. 

4. Perlu ditanamkan pada anak/remaja sedini mungkin bahwa 

penyalahgunaan NAPZA yang mengakibatkan kerusakan dan haram 

hukumnya. 

5. Penderita HIV/AIDS bukanlah seorang yang harus dijauhi, dukungan 

dari teman dan keluarga sangat membatu mereka dalam menjalani 

kehidupan kedepannya. 

6. Pemerintah haruslah membuat kebijakan mengenai konsultasi 

pernikahan, setiap pasangan yang akan menikah untuk berkonsultasi 

dan cek kesehatan terlebih dahulu, sehingga para pasangan itu seperti 

memiliki kewajiban untuk memeriksakan diri karena saat ini banyak 

pasangan yang tidak terlalu menganggap penting konsultasi 

pernikahan. sehingga, jika ada hal-hal yang tidak beres, baik itu dari 

segi kesehatan maupun emosional dapat segera tertangani atau 

setidaknya diketahui oleh pasangan masing-masing. 
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